
BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2CI2.2

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :4.

BUPATI HALMAHERA BARAT,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 huruf b
Peraturan Daerah l{abupaten Hat<mahera Barat Nomor 2 Tahun
2O2L tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Halrnahera Barat Nomor 6 Tahun zOtO tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halneahera Barat
dan ketentuan Pasal I Peraturan Bupati Hafunahera Barat
Nomor l0 Tahun ZOLA teatang Struktur Organisasi Perangkat
Daeralr Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu dljabarkan
Ked,udukan, Susunan Orgalisasi, T[gas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat;
bahwa perubahan struktur Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud huruf a adaLah sesuai ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
17 Tahun 2A21 kntang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke
dalam Jabatan Fungsional dan Surat Menteri dalam Negeri
Nomor : 800/8597 /OTDA perihal Persetujuan Penyetaraan
Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten di
Provinsi Maluku Utara, maka perlu dilakukan penyetaraan
jabatan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Halmahera Barat tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perurakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Hahnahera Barat;

Undang-unda:rg Nomor 60 Tatrun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah
Swatantra Tingkat I Maluku Utara menjadi Undang-undang;
Uadang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggaran Barat sebagaimana telah diubah dengal" Undang-
undang Nomor 6 Tatrun 2OOO;
Undang-Urrdang Nomor 1 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan
Kabupaten Halrnahera Barat, Kabupaten HaLnahera Utara,
Kabupaten Halmahera Selatal, Kabupaten Sul,a, Kabupaten
Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi
Maluku Utara;
Undang-Undalg Nomor 12 Tahun 2}fi tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-unriangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun ZALL Nomor 82, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a|;
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AA tentang Pemerintahan
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun '2OL4

tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A16 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '2016
Nomor 1I4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887i sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Al9 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor L8 Tahun 2A16 tentang Perangkat
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ALg
Nomor 187, Tambahan lemLraran Negara Republik Indonesia
Nomor 6aA2\;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2Al5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2O21 tentang Penyetaraan
Jabatan Administrasi ke Dalam JaLratan Fungsional;

9. Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2A21" tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah
untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2L Nomor 5a6l;

10. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/8597/ATDA perihal
Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten di Provinsi Maiuku Utara;

11. Peraturan Daerah kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Barat;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2O2l tentang Perutrahan Atas Peraturan I)aerah Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016
tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TBNTANG KEDUDUKAN SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KtrRJA
SEKRETARIAT DtrWAN PERWAKILAN RAKYAT DAtrRAH
KABUPATtrN HALMAHERA BARAT

BAB I
KETENTUAT{ UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Earat;
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Katrupaten Halmahera Barat;

7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Ralryat f)aerah Kabupaten
Halmahera Barat; x.
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8. Jabatan Fungsionat adalah sekeiompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang

berkaitan dengan pelayanan fungsionai yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu ;

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsionai yang terdiri
dar sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terLragi dalam
berbagai kelompok sesuai keahlian;

BAB II
KEDUDUI{AN DAIY SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2
tl) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian

dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang Lrerkedudukan secara

teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan
DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

tU Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari:
a. Sekretaris DPRD;
b. Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri atas:

1). Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
c" Bagian Legislasi.
d. Bagian Keuangan, terdiri atas:

1) Sub Bagian Program dan Anggaran.
(2| Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Ralqrat Daerah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan rnerupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS PoKoK, FUNGSIS#u"* TUGAS

Sekretaris DPRD
Pasal 4

(ii Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok Membina pengelolaan administrasi
kesekretariatan DPRD yang meliputi Bagian Umum dan Perlengkapan,
Bagian kgislasi, dan Bagian Keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1),
Sekretaris DPRD mempunyai fungsi Pengendalian dan Pembinaan administrasi
serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan operasional DPRD.

{3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Sekretaris DPRD mempunyai uraian tugas :

a. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkup Sekretariat DPRD
b. Merumuskan kebijakan teknis dan menjabarkan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana
Strategi Kabupaten Haimahera Barat dalam lingkup tugasnya dalam bentuk
rencarla kerja.

c. Mengkoordinasikan seluruh program dengan instansi terkait sesuai
peraturan yang beriaku guna kelancaran tugas.

d. Mendelegasikan sebagian kewenangan kepada pejabat dibawahnya secara
berjenjang guna kelancaran pelaksanaan tugas.

e. Membina bawahan dengan memberi petunjuk serta arahan agar pelaksanan
tugas sesuai rencana.

f. Merrilai dan mengevaluasi pelaksanan tugas pejabat dibawahnya secara
berjenjang sebagai bahan pembinaan karir.

g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis
sebagai bahan pertanggungjawaban.

h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan penentuan kebijakan.

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Pimpinan DPRD
baik Iisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas. X
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Bagian Kedua
NTPALA BAGIAIT UMUM DAII PERLEITGKAPAI{

Pasal 5
(l) Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok Membantu

Sekretaris dalam merumuskan program dan membina pengelolaan
administrasi di bidang Umum dan Perlengkapan, Kepegawaian, Humas dal
Protokoler, rumah tangga DPRD seria pengadaan dan pemeliharaan
barang/ jasa di lingkup Sekretariat DPRD;

(2) Dalam menyeLenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1),
Kepala Bagian mempunyai fungsi Perumusal program dan pembinaan
pengelolaan administrasi bidang tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga
DPRD serta pengadaan dan pemeliharaan barang/jasa.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {2l1, Kepala
Bagian mempunyai uraian tugas:
a. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkup Bagian

Umum dan Perlengkapan Sekretariat DPRD.
b. Merumuskan program Bagiaa Umum dan Perlengkapan yarrg meliputi

pengelolaan administrasi ta;ta- usaha dan kepegawaian, rumah tangga
DPRD serta pengadaan dan pemeliharaan barang/jasa.

c. Mengkoordinasihn pehksanaan tugas dengan Kepala Bagian lain di lingkup
Sekretariat DPRD guna keLancaran pelaksanaan tugas.

d. Membina pen5rusunan teknis operasional kerja dilingkup secretariat
berdasarkarl program yang ditetapkan.

e. Membina pelaksanaan tugas sub baglal dalam rangka singkronisasi
fungsi dal tugas guna efisiensi dan efektilitas kerja.

f. Membagi tugas kepada kepala gqf Sagian di lingkup Bagian Umum dan
Perlengkapan guna keLancaran pelaksanaan tugas.

g. Memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian berdasarkan pedoman kerja
agar terhindar dari kesalahan.

h. Menilai dan Mengefaluasi pelaksanaan tugas staf di lingkup Bagian Umum
dan Ferlengkapan sebagai bahan pembinaan karier dan pengukuran kinerja"

i. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris DPRD baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan pertanggung jawaban.

j. Memberi saran dan pertimbangan kepada Sekretaris DPRD baik lisal
maupun tertulis sebagai bahan penentuan kebljakan.

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD baik lisan
maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
Pasal 6

t1l Sub Bagian Umum dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian dalam menyelenggarakan
kegiatan Sub Bagran Umum dan Perlengkapan.

t?) Dalam menyelenggarakal tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Sub Bagian Umum dal Perlengkapan mempunyai fungsi
Penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Umum dan Perlengkapan dilingkup
Sekretariat DPRD;

t3) Dalam melaksalakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2|, Kepala Sub
Bagian mempunyai uraian tugas:
a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dal Perlengkapan.
b. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pedomal kerja.
c. Melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian lain di lingkup

Sekretariat DPRD guna keLancaran pelaksanaan tugas.
d. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf guna terwujudnya

efisiensi dan efekffitas kerja.
e. klercriksa, mengoreksi dan mengontrol trrelaksanaan tugas stef

di lingkup Sub Bagierr Umum dan Perlengkapan untuk memperoleh hasil
ke{a yang benar dan akurat.

f. Metraksanakan dan mengelola tata naskatr dinas di lingkup
Sekretariat DPRD. N
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g. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan arsip serta dokumen
lainnya di lingkup Sekretariat DPRD.

h. Meiaksanakan semua jenis pengadaan dan pemeliharaan barangl jasa
di lingkup Sekretariat DPRD.

i. Mengidentifikasi perrnasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub
Bagian Umum dan Perlengkapan sebagai bahan pemecahan masalah.

j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian baik lisan
maupun tertuiis sebagai bahan pertanggungjawaban.

k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian baik
lisan maupun tertulis sebagai bahan penentuan kebijakan.

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian baik lisan
maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
KEPALA BAGIAN LEGISLASI

Pasal 7

(1) Kepala Bagian Iegislasi mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam
merumuskan program dan membina pengelolaan administrasi Kajian
Perundang-undangan, persidangan dan risalah.

{2} Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Bagian mempunya fungsi Perumusan program dan pembinaan
pengelolaan administrasi kajian perundang-undangan, persidangan dan
risalah;

(3) Dalam menyelenggarakan tugas fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {2),
Kepala Bagian mempunyai uraian tugas:
a. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan Bagian I-egislasi;
b. Merumuskan program Bagian kgislasi yang meliputi pengelolaan

administrasi kajian perundang- undangan, persidangan dan risalah;
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Bagian lain dilingkup

Sekretariat DPRD guna kelancaran pelaksanaan tugas;
d. Membagi tugas Kepada bawahan di lingkup Bagian Legislasi guna

kelancaran peiaksanaa tugas.
e. Membina pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka singkronisasi fungsi

dan efektifitas kerja.
f. Mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bagian

Legislasi sebagai bahan pembinaan karier dan pengukuran kinerja.
g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dewan baik lisan maupun

tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.
h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Dewan baik

Iisan maupul] tertulis sebagai bahan penentuan kebijakan.
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan baik

lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas

Bagian Keempat
KEPALA BAGIAN KTUANGAN

Pasal 8
il) Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok Membantu Sekretaris

dalam merumuskan program penyusunan anggaran kebutuhan
DPRD dan Sekretariat DPRD serta membina keuangan.

{21 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat i1},
Bagian Keuangan mempunyai fungsi Perumusan program dan pembrinaan
pengelolaan administrasi Sub. Bagian Keuangan;

(3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {2},

Kepala Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:
a" Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan Bagian keuangan.
b. Merumuskan program Bagian Keuangan yang melipuli administrasi

keuangan, anggaran kebutuhan DPRD dan Sekretariat DPRD.
c. Mengkoordinasikan peiaksanaan tugas dengan Kepaia Bagian lain di

lingkup Sekretariat DPRD guna kelancaran pelaksanaan tugas.
d. Melaksanakn tugas Vertifikasi keuangan Sekretariat DPRD.
e. Menyusun rencana kebutuhan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD.
f. Menyusun laporan keuangan Sekretariat DPRD' N.



6-

g. Membagr tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkup Bagian Keuangan
guna keLancaran pel,aksanaan tugas.

h. Membina pelaksanaan tugas sub bagian dalam rangka singkronisasi
fungsidan tugas gutra elisiensi dan efektifitas kerja.

i. Mengeflaluasi dan menilai pelaksanaan tugas staf di lingkup Bagian
Keuangan sebagai bahan pembinaan karier dan pengukuran kinerja.

j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dewan baik lisan
maupun tertulis setragi bahan pertanggungiawaban.

k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Dewan baik
lisan maupun tertulis sebagai bahan penentuan kebijakan.

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan baik
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Sub Baglan Program dan Anggaran
Pasql 9

{1) Sub Ba#an Program dan Anggaran di pimpin oleh kepala Sub Bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang
mempunyai tugas pokok membantu Kepala bagian dalam menyelenggarakan
penyusunan rencana anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD.

12) Dalam melaksalakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1},
Sub Bagian Prugram dan Aaggaran mempunyai fungsi Penyelenggar&a*
Anggaran kebutuhan DPRD dan Sekretariat DPRD

{3} Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimala dimaksud pada ayat (2}
Kepala Sub Bagian mempunyai uraian tugas :

a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Sub Bagtan Program dan
Anggaran.

b. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Anggaran
berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pedoman kerja.

c. Melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian lain di lingkup
Sekretariat DPRD guna keLancaran pelaksanaan tugas.

d. Membagr tugas dan memberi petuqjuk kepada staf guna
terwujudnya efisiensi dan efekffitas kerja.

e. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol pelaksanaan tugas
bawahan di lingkup Sub Bagian Program dan Anggaran untuk
memperoleh hasil keq'a yang benar dan akurat.

f. Melaksanakan pengawasan aqggaran DPRD dan Sekretarirat DPRD.
g. Menyusun rencana kebutuhan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD.
h. Mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub

Bagian Program dan Anggaran sebagai bahan pemecahan masalah.
i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbalgan

pengembangan karier.
j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepa]a Bagian baik lisal

maupun tertulis sebagai bahan pertanggungiawabal.
k. Memberikan saran dan perLimbangan kepada Kepala Bagian baik

lisan maupull tertulis sebagai bahan penentuan kebijakan.
1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KepaLra Bagian

traik lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB T1I

I(TLOMPOK JABATAII I.UilGSIOITAL
Pasal 1O

Kelompok Jabatan F-ungsional pada lingkungan Sekretariat DPRD dapat
ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk
melaksanakan pefuayanan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan pemndang-undangan.

Pa.sal,!,1

{1} Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional
yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
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(3)

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senioryang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada kepala Bagian.
Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.

BAB V
TA?A KEruA

Pasal 12
Sekretaris DPRD menyampaikan laporan kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan pelayanan administrasi
dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD secara berkala
atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
Sekretaris DPRD menyampaikan laporan kepada pimpinan DPRD
mengenai teknis operasional pelaksanaan pelayanan administrasi dan
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD secara berkala
atau sewaktu-waktu secara kebutuhan.
Sekretaris DPRD berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah dalam menyusun analisis jabatan, analisis beban
kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan dilingkungan
Sekretariat DPRD.
Sekretaris DPRD dapat melakukan tugasnya menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat
DPRD Kabupaten Hatnnahera Barat maupun dalam hubungan antar
instansi tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat.
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan unit organisasi dan
kelompok jabatan fungsional Sekretariat DPRD wajib menerapkan prinslp
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi foaik dslam lingkungan masing-
masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Sekretariat DPRD
serta dengan instansi lain diluar Sekreteriat DPRD wsuai dengan tugas
masing-masing.
Setiap pimpinan unit organisasi pada Sekretariat DPRD dalam
melaksanakan tuganya menerapkan prinsip perencanaan,
pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang
tugasnya masing-masing.
Setiap pimpinan unit organisasi pada Sekretariat DPRD
bertanggungiawab memimpin dan mengordinasikan bawahan masing-
masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahan.
Sub koordinator mengoordinasikan pejabat fungsional dan/ tau pelaksana
dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kelompok fungsi
masing-masing.
Setiap bawahan wajib mematuhi petunjuk, perintah dan
bertanggungiawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang
diberikan oleh atasan.

BAB 1II
I(ETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Halmahera Barat Nomor 39 Tahun ZALT tentang T[gas Pokok dan Fungsi
Sekretariat Dewan Perwakilan Ralry,at Daerah Kabupaten Halrnahera Barat
dicabut dan dinyatakan tidak berLaku.

(1)

t4)

ts)

(21

t3)

(6)

(7)

{8}

te)

A



Pasal 14

Peraturan Bupati Halmahera Barat ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap oral]g mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
PadaTanggal: 2l Ja ari 2022

BUPATI

Diundangkan di Jailolo
pada tanggai 21 14nr) arv 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHBRA BARAAT

SYARIL ABDUL RA"'AIT

RA BARAT,

TAHUN 2A22NOMOR..5BERITA DAERAH KATIUPATEN HALMAHERA BARAT

Sc,linan sesuai dengan aslirtga
KEPAI,A BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

JASOIT K/. LALOMO. SH,LL.M
Pem
Nip. 19730128 200604 1 009

Asisten. Bid. Ekonomi & Pemb

Kepala Bagian Hukum & Orgs JAMES UANG
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